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BAB V 

PENUTUP 

. 

A. Kesimpulan  

Dalam kegiatan penyusutan arsip di Direktorat Perencanaan Teknis PEI 

terdapat tiga aspek penting yaitu pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan 

penyerahan arsip. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kegiatan 

wawancara, observasi, dan telaahan dokumen kemudian dilakukan analisa terhadap 

data-data yang diperoleh sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut : 

1. Kegiatan penyusutan arsip terdiri atas kegiatan pemindahan arsip, pemusnahan 

arsip, dan penyerahan arsip. Direktorat Perencanaan Teknis selaku Unit 

Pengolah hanya melakukan kegiatan pemindahan arsip saja sedangkan 

kegiatan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip menjadi tanggung jawab Unit 

Kearsipan. Dalam pelaksanaan penerapan penyusutan arsip masih ada yang 

belum optimal yaitu : 

a. Proses pemindahan arsip inaktif yang dilakukan oleh Unit Pengolah 

belum sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 51 Tahun 

2021; 

b. Sumber daya dalam mengelola kearsipan belum cukup memadai, karena 

yang menjadi pengelola arsip belum cukup mengerti tentang ilmu 

kearsipan; 

c. Belum ada kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Unit Kearsipan dalam 

proses kegiatan pemindahan arsip.  

2. Dalam melaksanakan kegiatan pemindahan arsip terdapat beberapa strategi 

yang dapat diterapkan : 

a. Unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif dengan baik dan 

rapi sesuai dengan klasifikasinya sehingga jika arsip sudah memasuki 

masa retensi inaktif sudah mudah untuk dipindahkan; 
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b. Pengolola arsip atau arsiparis mengikuti pelatihan-pelatihan tentang 

pengolahan arsip dinamis guna meningkatkan pengetahuan tentang 

kearsipan; dan 

c. Perlu melakukan pengolahan arsip inaktif terhadap arsip-arsip yang 

tidak beraturan dan sudah memasuki masa retensi inaktif.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran-saran yang 

diajukan peneliti sebagai referensi agar dapat dilaksanakan kegiatan 

penyusutan arsip di Direktorat Perencanaan Teknis PEI. 

1. Unit Kearsipan II perlu mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi 

terkait kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan oleh Unit Pengolah; 

2. Unit Kearsipan Kementerian perlu membuat standar operasional prosedur 

terkait dengan pemindahan arsip di lingkungan Kementerian Desa, PDTT 

sehingga terdapat alur yang jelas Unit Pengolah dalam melakukan 

pemindahan arsipnya; 

3. Direktorat Perencanaan Teknis PEI perlu menghitung kembali kebutuhan 

arsiparis dan pengelola arsip sesuai dengan analisis jabatan dan analisis 

beban kerjanya yang nantinya diusulkan ke Bagian Organisasi Tata 

Laksana, Sekretariat Ditjen PEI; 

4. Direktorat Perencanaan Teknis PEI perlu membuat kelompok kerja Tim 

Pengolahan Arsip Dinamis di lingkungan Direktorat Perencanaan Teknis 

PEI yang terdiri atas Kepala Subbagian Tata Usaha, arsiparis terampil, serta 

beberapa pegawai pelaksana dan pegawai non PNS. Adanya kelompok kerja 

ini bertujuan supaya arsip-arsip yang ada dapat dikerjakan secara maksimal; 

5. Unit Kearsipan II perlu melakukan pengadaan sarana prasarana arsip berupa 

rak besi arsip dan ruangan Records Center yang luas supaya bisa 

menampung arsip-arsip dari Unit Pengolah yang mempunyai arsip dengan 

kapasitas yang banyak. 
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